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LEMBARAN  DAERAH 

KOTA  SEMARANG 

TAHUN 2014 NOMOR 4 

 

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  

NOMOR  4  TAHUN  2014 

TENTANG 

PERTANGGUGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2013 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SEMARANG, 

Menimbang : a. bahwa   untuk    melaksanakan  ketentuan  Pasal  184  
ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004   
tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa   kali,  terakhir  dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan 
Rancangan Peraturan Daerah tentang   
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan 
yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan 
paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran 
berakhir; 

b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana  
dimaksud  pada  huruf a perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2013; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik  Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 
lingkungan Propinsi Jawa Timur,Jawa Tenggah, Jawa 
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi,  Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik   Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik    Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang  
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasioanal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia               
Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa  kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  
Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun  2004  Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan 
Pemeriksa Keuangan (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran 
Negara Indonesia Nomor 4654); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 5234); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedu dukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000  Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4028);   
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan  Anggota  
Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005  tentang  
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

17. Peraturan Pemerintah  Nomor 56 Tahun 2005  tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun  2010  tentang  
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2010 Nomor 5155); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor  58 Tahun  2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia             
Nomor 4578); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusutan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik  
Indonesia  Tahun  2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006  
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 3  Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat  Daerah, dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4277). 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4761); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 30  Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negaran Republik Indonesia Nomor 5219); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 21                      
Tahun  2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman PengeLolaan keuangan Daerah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 
Tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak 
Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; 

29. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor  64  Tahun 
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah 
Daerah; 
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30. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran  Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 
1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang 
Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun  2013  tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang 
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran  Daerah Kota Semarang Tahun  
2013  Nomor  5,  Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Semarang Nomor 83); 

31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5  Tahun  
2007 tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Semarang  Tahun  2007  
Nomor  11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Semarang Nomor 8); 

32. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2  Tahun  
2011 tentang Bea  Perolehan  Hak  atas  tanah  dan 
Bangunan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 
2011 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Semarang Nomor 49) 

33. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 
2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota  
Semarang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Semarang Nomor 50); 

34. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 
2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota 
Semarang  Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran   
Daerah Kota Semarang Nomor 51); 

35. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 
2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran  Daerah  Kota  
Semarang  Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran   
Daerah Kota Semarang Nomor 52 ); 

36. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 
2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota 
Semarang  Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran   
Daerah Kota Semarang Nomor 53); 

37.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun  
2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran 
Daerah Kota Semarang  Tahun 2011 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang       
Nomor 54); 

38.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun  
2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota 
Semarang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran   
Daerah Kota Semarang Nomor 55); 

39.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2011 
tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
(Lemran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang       
Nomor 56); 
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40. Peraturan Daerah Kota  Semarang  Nomor  10    Tahun 
2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota 
Semarang Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan   
lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 57); 

41. Peraturan Daerah Kota  Semarang  Nomor  11    Tahun 
2011 tentang Pajak Sarang  Burung  Walet (Lembaran 
Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang       
Nomor 58); 

42. Peraturan Daerah  Kota  Semarang Nomor  13    Tahun  
2011 tentang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perkotaan 
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011                  
Nomor 13, Tambahan  Lembaran  Daerah  Kota  
Semarang Nomor 60); 

43. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun  
2012 tentang Retribusi Jasa Umum Di Kota Semarang 
(Lembaran Daerah Kota  Semarang  Tahun  2011  
Nomor  2, Tambahan  Lembaran  Daerah  Kota  
Semarang   Nomor 69); 

44. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun  
2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kota Semarang 
(Lembaran  Daerah  Kota   Semarang  Tahun  2011,  
Nomor   3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang 
Nomor 70) 

45. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 
2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu Di Kota 
Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 
2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Semarang Nomor 71); 

46. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 
2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2013 
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013   
Nomor 1); 

47. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 
2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2013 (Lembaran 
Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 7); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG 

Dan 
WALIKOTA SEMARANG 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG-
JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN                  
ANGGARAN 2013. 
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Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah berupa laporan keuangan memuat: 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Neraca; 

c. Laporan Arus Kas; 

d. Laporan Operasional; 

e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan 

g. Catatan Atas Laporan Keuangan. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas telah dilakukan 
pemeriksaan oleh BPK  Perwakilan Jawa Tengah dengan Opini WTP 
(Wajar Tanpa Pengecualian). 

(3) Laporan Keuanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri 
dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan 
daerah. 

 
Pasal 2 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf 
a tahun Anggaran 2013 sebagai berikut : 

a. Pendapatan Rp.  2.796.570.726.860,00 

b. Belanja Rp.  2.473.490.609.437,00                                                

Surplus Rp.     323.080.117.423,00 

c. Pembiayaan 

− Penerimaan Rp.     635.457.569.772,00 

− Pengeluaran Rp.       45.816.665.353,00 

Surplus Rp.      589.640.904.419,00 

Jumlah Rp.     912.721.021.842,00 
 

Pasal 3 

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
sebagai berikut: 

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 
Rp.202.008.038.860,00 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran Pendapatan 

Setelah Perubahan Rp.            2.594.562.688.000,00 

b. Realisasi Rp.            2.796.570.726.860,00 

Selisih lebih Rp.               202.008.038.860,00 
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(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 
Rp.710.596.409.563,00 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran Belanja 

Setelah Perubahan Rp.            3.184.087.019.000,00 

b. Realisasi Rp.            2.473.490.609.437,00 

Selisih Kurang Rp.              710.596.409.563,00 

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah 
(Rp.508.588.370.703,00) dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran Defisit                        

Setelah Perubahan Rp.              (589.524.331.000,00) 

b. Realisasi Surplus Rp.               323.080.117.423,00 

Selisih Kurang Rp.              (266.444.213.577,00) 

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah 
Rp.33.238.772,00 dengan rincian sebagai berikut : 

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan 

Setelah Perubahan Rp.               635.424.331.000,00 

b. Realisasi Rp.               635.457.569.772,00 

Selisih Kurang Rp.                        33.238.772,00 

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah 
Rp.83.334.647,00 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan 

Setelah Perubahan Rp.                45.900.000.000,00 

b. Realisasi Rp.                45.816.665.353,00 

Selisih Kurang Rp.                       83.334.647,00 

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah 
Rp.(50.095.875,00) dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran Pembiayaan Netto 

Setelah Perubahan Rp.              589.524.331.000,00 

b. Realisasi Rp.              589.640.904.419,00 

Selisih Lebih Rp.                       50.095.875,00 
 

Pasal 4 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 
tahun 2013 sebagai berikut : 

a. Jumlah Aset Rp.           7.429.808.329.458,00 

b. Jumlah Kewajiban Rp.                27.415.290.205,00 

c. Jumlah Ekuitas Rp.           7.402.393.039.253,00 
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Pasal 5 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c dengan 
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2013 sebagai 
berikut: 

a. Saldo Kas awal di BUD 

Per 1 Januari tahun 2013  Rp.     631.616.739.547,00 

b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp.     907.174.293.280,00 

c. Arus Kas dari  

Aktivitas Investasi             Rp.    (628.544.347.134,00) 

d. Arus Kas dari  

Aktivitas Pendanaan  Rp.    (    1.816.665.353,00) 

e. Arus Kas dari  

Aktivitas Transitoris  Rp.    (    2.401.670.944,00) 

f. Kas di BUD & Bendahara 

Pengeluaran  Rp.      906.028.349.396,00 

g. Kas di Bendahara Penerimaan Rp.               65.432.500,00 

h. Kas di BLUD  Rp.        11.656.105.709,00 

i. Kas di BOS  Rp.          5.001.829.739,00 

j. Saldo Kas akhir 

Per 31 Desember 2013  Rp.      922.751.717.344,00 
 

Pasal 6 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d 
dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2013 sebagai 
berikut: 

a. Pendapatan  Rp.      3.011.440.629.875,00 

b. Beban  Rp.      2.466.041.846.449,00 

c. Surplus dari Operasional  Rp.         545.398.783.426,00 

d. Surplus dari Kegiatan  

Non Operasional  Rp.                           2.500,00 

e. Surplus Laporan Operasional Rp.         545.398.785.926,00 
 

Pasal 7 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 huruf e dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 
2013 sebagai berikut: 

a. Saldo Anggaran Lebih Awal  Rp.      635.457.569.772,00 

b. Penggunaan SAL  Rp.      635.457.569.772,00 

c. SILPA  Rp.      912.721.021.842,00 

d. Saldo Anggaran Lebih Akhir   Rp.      912.721.021.842,00 
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Pasal 8 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f 
dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2013 sebagai 
berikut: 

a. Ekuitas Awal  Rp.   6.627.536.114.977,00 

b. Surplus/defisit LO  Rp.      545.398.785.926,00 

c. Dampak kumulatif Perubahan 

Kebijakan/Kesalahan mendasar Rp.      229.458.138.350,00 

d. Ekuitas Akhir  Rp.   7.402.393.039.253,00 
 

Pasal 9 

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
huruf g Tahun Anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif 
dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 

 
Pasal 10 

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran 
Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari: 

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2013; 

Lampiran I.1 : Ringkasan  Laporan   Realisasi    Anggaran  menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi  Anggaran  menurut  Urusan 
Pemerintahan Daerah Organisasi, Pendapatan, Belanja 
dan Pembiayaan; 

Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah 
menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program dan Kegiatan; 

Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk 
keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan 
Daerah dan Fungsi dalam   kerangka  pengelolaan 
keuangan negara; 

Lampiran I.5 : Daftar piutan daerah; 

Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 

Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset 
tetap daerah; 

Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan  pengurangan  asset 
lainnya; 

Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan  yang  belum   diselesaikan 
sampai akhir tahun dan di anggarkan kembali  dalam 
tahun anggaran berikutnya; 

Lampiran I.10 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah; 

b. Lampiran II : Neraca Per 31 Desember 2013 

c. Lampiran III : Laporan Arus Kas Periode 31 Desember 2013 

d. Lampiran IV : Laporan Operasional Periode 31 Desember 2013 

e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran  Lebih   Periode 31 
Desember 2013 
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f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas Periode   31   Desember 
2013 

g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan 
 

Pasal 11 

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 
(2) terdiri dari : 

a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini. 

b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan 
Daerah tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini. 

 
Pasal 12 

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban APBD Kota 
Semarang Tahun 2013 yang telah diaudit oleh BPK Perwakilan Jawa 
Tengah terdiri dari: 

a. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang. 

b. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah. 

c. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan 
Perundang-undangan. 

 
Pasal 13 

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 
 

Pasal 14 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota 
Semarang. 

Ditetapkan di Semarang 
pada  tanggal 4 Agustus  2014  

WALIKOTA SEMARANG 
ttd 

HENDRAR PRIHADI 
Diundangkan di Semarang 
pada tanggal 4 Agustus 2014 

SEKRETARIS  DAERAH 
KOTA SEMARANG 

ttd 
ADI TRI HANANTO 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA  SEMARANG TAHUN 2014 NOMOR 4.  

 


